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KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2024
Perangkat Daerah : Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Bidang : Sekretariat
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran Kegiatan Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah

Target Output Keluaran  : 12 Dokumen
Hasil Kegiatan : Jumlah Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Target Hasil Kegiatan : 17 Dokumen

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ne

gara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 178)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 (Lembaaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada
Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang
Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

0. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 2);

2. Gambaran Umum

Perencanaan yang tepat merupakan langkah awal menuju gerbang
keberhasilan suatu program/kegiatan. Kegagalan dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan bisa diakibatkan oleh perencanaan yang tidak matang. Dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di



tingkat Pusat dan Daerah. Fungsi dari perencanaan adalah menentukan titik tolak
dan tujuan usaha, memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan
pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi.

Disamping perancanaan yang tepat diperlukan pula pelaporan yang akurat.
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan kinerja Perangkat Daerah, laporan capaian kinerja juga
sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
misi, tuuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan secara sistematis dan tepat
waktu  akan mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

B. Maksud dan Tujuan :
Maksud pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur
Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
Menuju Bali Era Baru®’, melalui Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat
Daerah yang Baik. Perencanaan Tahunan pada Perangkat Daerah disusun sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana
program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun
anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta
memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai
tupoksinya. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat
Daerah merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan kinerja Perangkat Daerah, Laporan capaian kinerja juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik. Pelaporan secara sistematis dan tepat waktu akan mendukung
tercapainya akuntabilitas kinerja instansi agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna.






